BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 254 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/82/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Pekerja
Sosial Ahli Muda Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga Fakir
Miskin Perkotaan dan Perdesaan pada Dinas Sosial Kabupaten
Tabalong, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan
Bupati Tabalong Nomor 188.45/82/2022 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);




10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 27);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/82/2022

tentang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Verifikasi Dan Validasi

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten

Tabalong Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada tanggal 02 Maret

2022 diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
Zda tanggal /& I‘;;p'émé# 2e22

UPATI TARALONG, e

J/ ANANG SYAKHFIANI /4,

Tembusan Kepada Yth:

1.

o o

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala BPS Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 354 /2022
TANGGAL | tepyovbies 2039

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM KOORDINASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM
1. | Bupati Tabalong Pembina I
o. | Wakil Bupati Tabalong Pembina II
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
4 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Ketua
5 Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Anggota
" | Tabalong
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
6. Desa Kabupaten Tabalong Anggota
7. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Anggota
Kabupaten Tabalong
8. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tabalong Anggota
9. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Tabalong Anggota
10. | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Anggota
11. | Bendahara pengeluaran pada Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Anggota
Sosial Kabupaten Tabalong
12. | Pekerja Sosial pada Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Anggota
Kabupaten Tabalong
13. | Pengadministrasian umum pada Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Anggota
Sosial Kabupaten Tabalong
14. | Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan
Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial Anggota
Kabupaten Tabalong
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